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PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
NOMOR 7 TAHUN 2012 

TENTANG 
PETUNJUK TEKNIS PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS  
 BIDANG SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL  

TAHUN ANGGARAN 2013 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 

REPUBLIK INDONESIA, 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pengelolaan Dana 
Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah 
Tertinggal Tahun Anggaran 2012 perlu diatur rumusan 
teknisnya oleh masing-masing kementerian sesuai 
bidang tugasnya; 

b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 ayat (5) huruf J 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2013, Menteri Pembangunan 
Daerah Tertinggal diperintahkan untuk merumuskan 
petunjuk teknis untuk pengelolaan Dana Alokasi 
Khusus Bidang Sarana Prasarana Daerah Tertinggal; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan Huruf a dan huruf b, 
perlu ditetapkan dengan Peraturan Menteri 
Pembangunan Daerah Tertinggal; 
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Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4421); 

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 
dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844) ; 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indoensia Nomor 5234); 
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8. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 
Anggaran 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5361); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang 
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
urusan antara Pemerintah Pusat, Pemerintahan 
Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 
Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4737); 

12. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang 
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terahir dengan 
Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang 
Perubahan Ketiga atas Pertaturan Presiden Nomor 47 
Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 141); 

13. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 
Tahun 2010-2014; 

14. Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang 
Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 155); 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2009 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Dana Lokasi 
Khusus di Daerah ; 
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16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 
06./PMK.07/2012 tentang Pelaksanaan dan 
Pertanggungjawaban 
Anggaran Transfer ke Daerah; 

17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2012 
tentang Pedoman Umum dan Alokasi Dana Alokasi 
Khusus Tahun Anggaran 2013; 

18. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah 
Tertinggal Nomor 15/PER/M-PDT/VIII/2010 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pembangunan 
Daerah Tertinggal; 

19. Peraturan Menteri Negara Pembangunan Daerah 
Tertinggal Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pedoman 
Pelaksanaan Anggaran Kementerian Pembangunan 
Daerah Tertinggal. 

MEMUTUSKAN: 
Menetapkan  :  PERATURAN MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH 

TERTINGGAL TENTANG PETUNJUK TEKNIS 
PENGGUNAAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG 
SARANA DAN PRASARANA DAERAH TERTINGGAL 
TAHUN ANGGARAN 2013. 

Pasal 1 
Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan 
Prasarana Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013 sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran 1 Peraturan ini.  

Pasal 2 
Petunjuk Teknis Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana 
Daerah Tertinggal disusun sebagai pedoman bagi pemerintah kabupaten 
penerima, dalam penggunaan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan 
Prasarana Daerah Tertinggal Tahun Anggaran 2013. 

Pasal 3 

Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana Daerah Tertinggal 
Tahun Anggaran 2013 digunakan untuk kegiatan pada 3 (tiga) subbidang 
yaitu:  
a. Penyediaan Moda Transportasi Darat/Air;  
b. Pembangunan/Rehabilitasi Dermaga atau Tambatan Perahu; dan 

c. Pembangunan /Rehabilitasi Embung dan Saluran Irigasi. 
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Pasal 4 
Pagu anggaran Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana dan Prasarana 
Daerah Tertinggal tiap daerah sesuai yang ditetapkan oleh Menteri 
Keuangan.  

Pasal 5 

Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini mulai berlaku pada 
tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Diundangkan di Jakarta 
pada tanggal 28 Januari 2013 
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 
REPUBLIK INDONESIA, 
 

AMIR SYAMSUDIN  
 

 

 
 
 
 

 
 

 

 

 Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28Desember 2012 

 MENTERI PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
A. HELMY FAISHAL ZAINI 
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